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ABSTRAK 

 

Charles Darwin Rahangmetan. “Penggunaan Surat Kuasa Khusus Oleh Jaksa 

Pengacara Negara Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri”Fakfak., 

di bimbing oleh :  Basir Rohrohmana sebagai Pembimbing I dan Rahabeam Mofu 

sebagai Pembimbing II. 

 

Tujuan Penelitian dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

Penggunaan Surat Kuasa Khusus oleh  Jaksa Pengacara Negara dalam betindak 

wemakili    Pemerintah, atau BUMN selaku Tergugat dalam persidangan perkara 

perdata di Pengadilan Negeri Fakfak dan untuk mengetahui kendala apa saja atau akibat 

hukum apa yang timbul dan akan dihadapi Jaksa Pengacara Negara dalam menangani 

perkara perdata di Pengadilan Negeri Fakfak tersebut. 

Metode penelitian   yang dipandang cocok untuk meneliti topik ini adalah metode 

penelitian hukum normative. Penelitian Normatif dipahami sebagai penelitian untuk 

menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Dapat dikatakan juga sebagai 

penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Jenis 

penelitian inilah yang menjadi karakteristik utama  dalam penelitian hukum.   

Penelitian hukum normative atau penelitian hukum doctrinal, acap kali dikonsepkan 

sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang undangan (law ini books) atau 

hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku 

manusia yang di anggap pantas.    

Hasil  penelitian dari tulisan ini  mewujudkan bahwa atau  akan menemukan satu 

norma  yang akan dipakai sebagai norma yang berlaku bagi peradilan yang memeriksa 

perkara perdata dalam hal Jaksa Pengacara Negara yang menangani atau yang 

bersidang di Pengadilan Negeri mewakili Pemerintah atau BUMN ketika   di gugat di 

hadapan hukum.  

Bahwa konflik norma antara   HIR  (Herziene Inlandsch Reglement)   dan   RBg 

(Reglement Buitngewesten)  dengan   Undang Undang Nomor : 11 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 

Indonesia harus diakhiri. Di samping itu,  hasil dari penelitian ini juga untuk 

mengetahui akibat hukum Jaksa Pengacara Negara yang menangani perkara perdata 

yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata  

 

Hasil akhir adalah : Jaksa Pengacara Negara yang bertindak mewakili 

negara/pemerintah dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Fakfak   

sebagai wakil negara/pemerintah    tidak memerlukan surat kuasa khusus sesuai 

ketentuan Pasal 123 ayat (2) HIR/Pasal 147 ayat (2) RBg. Jika ketentuan ini dilanggar 

berakibat batalnya putusan. 

 

Kata kunci : “tegakkan hukum dengan benar”. 
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ABSTRACT 

 

Charles Darwin Rahangmetan. “Application of Exclusive Procuration by State of 

Attorney for Civil case Assessment in District Court of Fakfak”., guided by Basir 

Rohrohmana as Advisor I and Rahabeam Mofu as Advisor II. 

 

Objective of Research: The purposes of this research is to find out how Apllication 

of Exclusive Procuration bt State of Attorney to represent and act for government, or 

BUMN as the Defendant in a civil case trial at District Court of Fakfak and to find 

out what obstacles or legal consequences arise and will be faced by the State Attorney 

handling civil cases at the District Court of Fakfak. 

 

Research Method: This research using a Normative Legal Research Methods. 

Normative research is known as research to test an applicable norm or provision. It 

can also be said as research carried out by examining library materials or secondary 

data. This type of research is the main characteristic of legal research. 

The normative legal research or doctrinal legal research is often understood as what 

is written in the laws and regulations (law in books) or law as rules or norms which 

are the basis for human behavior that is considered appropriate. 

 

Research Result: From this research, it can be concluded that or will find a norm 

that will be used as a norm that applies to the judiciary examining civil cases in the 

case of State Attorneys handling or sitting in District Court to represent the 

Government or BUMN when sued before the law. 

That the conflict of norms between HIR  (Herziene Inlandsch Reglement and RBg 

(Reglement Buitngewesten) with Law Number 11 of 2021 concerning Amendments 

to Law Number 16 of 2004 concerning the Public Prosecution Office of the Republic 

of Indonesia must end. 

In addition, the results of this research are also to determine the legal consequences 

of State Attorneys handling civil cases that are not pursuant to the provision of civil 

law. 

 

Final result: State Attorneys acting on behalf of the state/government in the 

examination of civil cases at the District Court of Fakfak as representatives of the 

state/government do not need an exclusive power of attorney in accordance with the 

provisions of Article 123 paragraph (2) HIR/Article 147 paragraph (2) RBg. If this 

provision is violated, the decision will be annulled. 

 

Keyword: “Enforce the law properly” 
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